Menimbang

BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 2! TAHUN 2022

TENTANG

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

bahwa untuk menjarhin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan
dipérlukan rencana kerja pemerintah daerah tahunan
yang merupakan = penjabaran 'dari rencana
pembangunan jangka menengah daerah;

bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Rencané
Kerja Pemerintah  Daerah  ditetapkan dengah

Peraturan Kepala Daerah;

. bahwa = berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2023;



Mengingat

1.

2.

Undang-Uridang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran 'Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Norhor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822); . |
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara  Republik
Indonesié Tahun 2003 Nomor 47,' Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi‘ Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,Tambahan

~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ‘65‘16);

Undang-Undang Nomor - 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang -
Perietapari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/ atau'Stabilitas Sistem Keuangan Menjad_i Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran_j Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan - Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
'Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik‘
Indonesia  Nomor 5234)sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang—Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
‘Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 657 3);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Clpta:
Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573); _
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pérnerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

...’:/.«-‘«-,-: ';j“.{ 3!:‘ .F
U7 R G S '[

z/yw

AT
v’i

S

\V;



10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

-4 -

Indonésia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757 )
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang

Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo

dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan .
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019  Nomor 42,

‘Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indonesia

Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun  2020-2024 (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangurian Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembahgunan Jangka Menengéh Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangké
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefilzasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3
’l‘ahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 Nomor 3)
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 -
Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi

Pemutakhiran Klasiﬁkasi, Kodeﬁkasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA  KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN

2023.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Gorontalo.

. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang srelvanju.tnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Gorontalo.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 .(lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa

| jabatan Kepala Daerah.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang'selanjufnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode
5 {lima) tahun. |
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.
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. BABI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
| Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo
Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD, adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten
Gorontalo untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun
2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan
berakhir pada ’tariggal 31 Desember 2023.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika
penyusunah éebagai berikut:
BABI :PENDAHULUAN
BABI : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
' BABII :KERANGKA  EKONOMI ~ DAERAH  DAN
~ KEUANGAN DAERAH |
BABIV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH |
BABV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
~ DAERAH
BAR VII : PENUTUP

(2) RKPD ' adalah sebagaimana tercantum dalam lampiranl
Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan dan
bagian 'yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Pasal 4

(1) Satuan Kerja»l Perangkat Daerah membuat laporan
kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana
kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran

kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
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Diundangkan di
pada tanggal 02 A€ucTuC 202
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Laporan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan
paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya
triwulan yang bersangkutan.

Laporan  Kinerja menjadi masukan dan  bahan
pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan
anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal

diundangkan.

Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
EBada tanggal 03 AEeUSTUS 202
UP JORONTALO, Q«

!

NELSON POMALINGO
Limboto

BRAH KABWPATEN GORONTALO,

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 2t



